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PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2022/PA.Tte.

~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhdar Yahya, NIK 82710501710001, tempat dan tanggal lahir Bacan,
05 Januari 1971/52 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, bertempat kediaman di RT004 RWO002,
Kelurahan Dorpedu, Kecamatan Pulau Ternate,
Kota Ternate, sebagai Pemohon I;

Astuti Nongke, NIK. 8271015601740001, tempat dan tanggal lahir,
Ternate, 07 September 1980/42Tahun, agama
Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat
kediaman di RT004 RWO002, Kelurahan Dorpedu,
Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate. sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, yang
telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register
dengan Nomor 231/Pdt.P/2022/PA.Tte., tanggal 1 November 2022, mengajukan

hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa Pemohon | dan Il adalah suami isteri sah yang menikah di

Kelurahan Dorpedu, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, pada tanggal

12 Maret 1996 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I,

bernama Sbtu Hadadi dan mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah) dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan

tersebut adalah Ahadi Nongke dan Hasim Manongke;

2. Bahwa status Pemohon | dan Pemohon Il pada saat menikah adalah

jejaka dan perawan, dan antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada

hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi

halangan untuk menikah baik halangan syar’l maupun halangan hukum;

3. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat pada Kantor

Urusan Agama setempat;

4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon | dan Pemohon Il

berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan

terhadap perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

5. Bahwa setelah menikah para Pemohon berkumpul layaknya suami istri

dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :

5.1. Muhyidin M. Yahya, laki-laki, umur 26 tahun;

6. Bahwa setelah akad Nikah hingga permohonan Isbath Nikah ini Pemohon

| dengan Pemohon Il ajukan belum teregister sehingga belum mendapatkan

Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;

7. Bahwa untuk memenuhi Identitas hukum dan kepastian hukum para

Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan Pemohon | dengan

Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon | dan Pemohon Il

bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate, Cq. Ketua Majelis yang

memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (Muhdar Yahya) dengan

Pemohon Il (Astuti Nongke) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret
1996 di Kelurahan Dorpedu, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
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3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir
dipersidangan, kemudian telah dibacakan surat permohonan para Pemohon

yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah
menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut :

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon | Nomor
8271015601740001 tanggal 19 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup
yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II  Nomor
8271010501710001, tanggal 20 November 2020 dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup
yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

3.  Fotokopi Surat Keterangan Nomor
225/KUA.27.03.3/PW.01/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 vyang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate,
bermeterai cukup yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta
tanda bukti P.3;

B. Saksi

1. Hasyim, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Durpedu, Kecamatan
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Pulau Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah
tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada tanggal 12 Maret
1996;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah di Kelurahan Dorpedu,
Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
- Bahwa penikahan Para Pemohon di laksanakan secara Islam,
dalam Pernikahan tersebut ada wali, ijab Kabul, mahar dan 2 orang
saksi;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sabtu Hadadi ;
(ayah kandung Prmohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-
masing bernama Ahadi Nongke dan Hasim Manongke;
- Bahwa Pemohon 1 memberikan maharnya berupa uang RP.
1.000.000,- ;
- Bahwa Pemohon | berstatus perjaka sedangkan Pemohon I
berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
nasab semenda atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon masih terikat perkawinan sampai sekarang
dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejauh ini tidak ada pihak yang keberatan dengan
pernikahan para pemohon;
- Bahwa tujuan Permohonan para Pemohon yaitu untuk
mendapatkan Buku Nikah, dan pengurusan surat surat untuk
kepentingan para Pemohon ;
2. Abubakar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Swsta, tempat tinggal di Kelurahan Durpedu, Kecamatan
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Pulau Ternate, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah
tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada tanggal 12 Maret
1996;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah di Kelurahan Dorpedu,
Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
- Bahwa penikahan Para Pemohon di laksanakan secara Islam,
dalam Pernikahan tersebut ada wali, ijab Kabul, mahar dan 2 orang
saksi;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sabtu Hadadi ;
(ayah kandung Prmohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-
masing bernama Ahadi Nongke dan Hasim Manongke;
- Bahwa Pemohon 1 memberikan maharnya berupa uang RP.
1.000.000,- ;
- Bahwa Pemohon | berstatus perjaka sedangkan Pemohon I
berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
nasab semenda atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon masih terikat perkawinan sampai sekarang
dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejauh ini tidak ada pihak yang keberatan dengan
pernikahan para pemohon;
- Bahwa tujuan Permohonan para Pemohon yaitu untuk
mendapatkan Buku Nikah, dan pengurusan surat surat untuk

kepentingan para Pemohon ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu

lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini;
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Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara
persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan Pemohon

Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini
adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu
Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon Il pada
pokoknya memohon agar pernikahannya disahkan melalui penetapan
Pengadilan Agama Ternate demi kepastian hukum atas status pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il karena pernikahan tersebut belum tercatat dan

terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon | dan Pemohon II, telah
dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan
agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana
diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
Agama Buku Il Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung
Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11) namun sampai perkara ini

disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka
Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 P.2 dan P.3.serta 2 (dua) orang

saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta otentik, telah
bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon | dan Pemohon I,
sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1dan P.2 telah ternyata terbukti
bahwa Pemohon | dasn Pemohon Il bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf
a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Berupa surat kereangan telah menikah yang
dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai hubungan Pemohon | dan Pemohonj Il sebagai suami
isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg.bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi
masing-masing bernama Hasyim dan Abubakar, keduanya memberikan
keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah
dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana

diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah
didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan
bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui dan melihat
kalau Pemohon | telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon Il yang
dilaksanakan di Kelurahan Takome, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate,

Hal.7 dari12 hal. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Maret 1996, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon II;

, mas kawin berupa cincin emas 3 gram tunai, dengan saksi nikah yaitu
Ahadi Nongke dan Hasim Manongke, status Pemohon | adalah perjaka
sedangkan status Pemohon Il adalah gadis, keduanya telah dianugerahi satu
orang anak serta tidak terdapat halangan untuk menikah menurut agama Islam,
keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah menurut agama Islam, Para
Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah,
mengurus Kartu keluarga dan Akta kelahiran serta pengurusan lainnya. Oleh
karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii para Pemohon setelah
dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan, Hakim dalam

persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah pada
tanggal 12 Maret 1996 di Kelurahan Dorpedu, Kecamatan Pulau Ternate,
Kota Ternate ;

2. Bahwa terbukti yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il adalah ayah kandung Pemohon II;

3. Bahwa terbukti Pemohon | menikah dengan Pemohon Il dengan mahar
berupa uang Rp.1.000.000,-, dengan saksi nikah yaitu Ahadi Nongke dan
Hasim Manongke;

4. Bahwa terbukti Pemohon | sebelum menikah berstatus perjaka dan
Pemohon Il berstatus gadis keduanya tidak ada hubungan nasab atau
sesusuan;

5. Bahwa terbukti Pemohon | dengan Pemohon Il telah dikaruniai satu orang
anak ;

6. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan tidak

ada yang keberatan selama perkawinan Pemohon;
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7. Bahwa terbukti Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan pengesahan
nikah untuk mendapatkan Buku Nikah, Mengurus Kartu Keluarga, Akta

Kelahiran dan pengurusan lainnyai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)
Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama
berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi
Pemohon | dan Pemohon Il tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan
menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku dalam Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan
perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 8 dan Pasal 9 Jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis
berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il
yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1996 di Kelurahan Dorpedu,
Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, telah memenuhi syarat dan rukun nikah
sesuai Syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah
sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka
penikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah terbukti sebab telah sesuai
dengan maksud pasal tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon | dapat

dikabulkan untuk diisbatkan perkawinannya dengan Pemohon Il ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

aizue S5 6l ol e IS Ssocall (99
Jdoae peralig g 956 Yo alog yuug
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Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-
syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Dan dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

arzg il e seeall ady e ain Lo wag L

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu
yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

maka permohonan Pemohon | dengan Pemohon Il dapat dikabulakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, maka pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il harus
dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)
setempat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, sebagaimana
maksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Hakim
memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau
Ternate, Kota Ternate;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan Perkara Voluntair
fitsbat nikah dalam pelayanan terpadu, maka sidang dilakukan dengan hakim
tunggal dan sejak dinyatakan sahnya perkawinan, maka penetapan ini langsung
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan

dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Muhdar Yahya) dengan
Pemohon Il (Astuti Nongke) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1996
di Kelurahan Dorpedu, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate ;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk
mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau
Ternate, Kota Ternate ;

4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu
rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29
November 2022, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh
Drs. H. Marsono, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh Sittihajar Muhammad, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II.

Hakim ,

Drs. H. Marsono, M.H.

Sittihajar Muhammad, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
o Biaya Pemberkasan : Rp 100.000,00
3 Biaya Panggilan 3 Rp 190.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon | Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon Il : Rp 10.000,00
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6. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
7. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
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